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Abstrak
 

Konflik atas sumber daya hutan terjadi secara meluas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kajian

mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia ini terjadi karena implementasi kebijakan

pemerintah yang membatasi akses warga kampung hutan untuk ikut serta mengelola hutan sekaligus

mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Konflik yang diuraikan ini sebenarnya hanya merupakan

bagian dari konflik secara keseluruhan yang dihadapi warga kampung hutan dalam kehidupan mereka.

 

Dengan melihat konflik sebagai suatu proses rangkaian kejadian dimana masing-masing pihak yang

berkonflik berusaha memenangkan kepentingan masing-masing dengan pilihan Cara masing-masing, kajian

ini mengupas pilihan pranata yang diambil oleh warga kampung hutan dalam mekanisme penanganan

konflik yang mereka hadapi, termasuk konflik yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya hutan.

Pilihan ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat dirumuskan seagai

kemanan dan kenyamanan pihak yang terlibat dalam menangani konflik dengan tetap memperjuangkan

kepentingannya sebagai tujuannya.

 

Kajian mengenai konflik ini didasarkan pada sejumlah kasus konflik yang ditemukan pada saat penelitian

lapangan dan kemudian dituliskan kembali dalam bentuk ilustrasi rangkaian kejadian konflik dengan satu

konteks tertentu. Konflik yang disajikan berupa konflik yang berkenaan dengan penguasaan dan

pemanfaatan lahan baik di areal warga maupun di kawasan hutan negara, konflik seputar renovasi masjid Al

- Iman di Kampung Baru, konflik pengelolaan kawasan hutan berupa peremajaan kopi dan pengarangan

dalam kawasan hutan negara dan konflik-konflik pencurian.

 

Dari kajian ini ditemukan bahwa warga kampung hutan mendasarkan pilihan pranata berdasarkan beberapa

pertimbangan. Pertimbangan yang paling mendasar adalah ketersediaan pranata dalam masyarakat setempat.

Dari pranata-pranata tersebut, ada kemungkinan pihak-pihak yang terlibat memilih lebih dari satu pranata

dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan posisi mereka dan tercapainya tujuan yang diinginkan.

Pada kondisi dimana aturan dan mekanisme penanganan konflik tidak tersedia, warga kampung, dengan

dibantu oleh pihak luar ataupun tidak, mampu menciptakan pranata baru melalui musyawarah yang

menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Kehadiran

pihak luar sebagai pihak yang menyadarkan para. pihak yang berkonflik dan menggerakkan para pihak itu

untuk bersama-sama menangani konflik, sekaligus menjadi teman belajar bersama untuk menemukan suatu

bentuk pranata yang sesuai untuk menangani konflik yang terjadi dapat mempercepat proses pembangunan

pranata ini.

 

Berdasarkan hasil dari kajian ini, dapat diambil suatu pemahaman baru mengenai konflik masyarakat
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kampung hutan. Pada umumnya, konflik yang terjadi pada masyarakat kampung hutan terjadi karena adanya

ketidaksepahaman yang dibiarkan berlanjut dan diejawantahkan dalam sikap terbuka atau terselubung dalam

berbagai arena social. Oleh karena itu, walaupun konflik yang terjadi tidak serta merta dapat difragmentasi

sebagai konflik kehutanan atau non-kehutanan. Dengan melihat konflik masyarakat kampung hutan sebagai

suatu kesatuan, dapat dilihat dengan lebih jelas bahwa ternyata, konflik warga kampung hutan dengan pihak

Dinas Kehutanan sehubungan dengan pemanfaatan dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan negara

hanya merupakan satu bagian kecil dari satu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kampung

hutan.

 

Upaya untuk mencegah dan menangani konflik yang terjadi Dapat dilakukan secara efektif jika masyarakat

memiliki pranata yang kuat sebagai tempat mereka berpaling dan bersandar. Keberadaan pranata yang kuat

juga dapat menjadi sarana komunikasi antara warga dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan kawasan

hutan. Selain itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga dapat dijadikan bagian dari

pranata ini dengan cara menyederhanakan proses dan bahasa aturan tersebut. Kiranya, inilah cara yang

paling efektif yang dapat dilakukan untuk proses sosialisasi peraturan dan kebijakan.


